LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 7 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pembinaan,
pengawasan, dan guna menciptakan iklim
usaha yang sehat di bidang Usaha Jasa
Konstruksi, maka perlu mengatur Izin Usaha
Jasa Konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang lIzin
Usaha Jasa Konstruksi;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah,;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)



sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3293);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa  Konstruksi  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3955) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5092);



10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

13.

14.

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang
/Jasa Pemerintah;

15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-
undangan;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Kudus Nomor 10 Tahun 1987
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat Il
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Kudus Tahun 1988 Nomor
4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.
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